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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis falctor-faktor yang memengaruhi 
keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Situbondo. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 
Unit analisis yang digunakan adalah individual, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan lainnya pada 
Satuan Kerja KPP Prat.ama Situbondo. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama 
Situbondo. Populasi dan sampel adalah Satuan Kerja KPP Pratama Situbondo 
sebanyak 70 orang. Metode analisis data menggunakan uj i instrumen data dan 
analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan 
anggaran disebabkan oleh faktor perencanaan yang dibentuk oleh 13 item tilktor, 
faktor proses pengadaan barang dan jasa yang dibentuk oleh 8 item faktor, faktor 
proses mekanisme pembayaran yang dibentuk oleh 5 item faktor, dan faktor 
proses internal satker yang dibentuk oleh 4 item faktor. 

Kata kunci: anggaran, penyerapan belanja, perencanaan, proses pengadaan barang 
dan jasa, proses mekanisme pembayaran, proses internal satker 
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ABSTRACt 

The aim of this study was to analyze the factors that affect the delay of budget 
absorption at the KPP Pratama Situbondo. The approach of this research was 
quantitative. The analytical unit used individual, namely Budget User Authority 
(KPA), Committing Officer (PPK), SPM Signatory Officer, Expenditure Treasurer 
and other Financial Manager at Work Unit of KPP Pratama Situbondo. The 
research location was in KPP Pratama Situhondo. Population of this research 
were Unit Work Unit of KPP Pratan1a Situbondo. Consisiting of 70 people. 
Analysis method used instrnment test and factor analysis. The result showed that 
the delay of budget absorption is caused by the planning factor were formed h}' 13 
item factors, the procurement process of goods and services 's factor were formed 
by 8 items factors, the payment process mechanism factor were formed by 5 items 
factors, and factor internal process unit were fanned by 4 items factors. 

Keywords: budget, expenditure absorption, planning, procurement of good~ and 
services process, payment process mechanism, internal process of 
satker 
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BAB4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A Gambaran Umum Objek Penelitian 

1 Deskripsi Objek Penelitian 

a. Gambaran KPP Pratama Situbondo 

KPP Pratama Situbondo adalah unit vertikal di daerah dari Direktorat 

Jenderal Pajak. salah Eselon I di Kementerian Keuangan R.I. yang mempunyai 

tugas utama menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan yang 

memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menjadi Institusi Penghimpun 

Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian 

Negara" dengan Misi "Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan 

mandiri" dengan: 

1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegak.an hukum yang adil~ 

2) pelayanan berbasis teknologi modem untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 

4) kompensasi yang kompetitifberbasis sistem manajemen kinerja. 

b. Wilayah Kerja KPP 

KPP terdiri dari tigajenis, yaitu: 

I) KPP Besar 

50 
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KPP ini menangani 300 wajib pajak (WP) Badan terbesar di seluruh 

Indonesia clan hanya mengadministrasikanjenis pajak PPh dan PPN. 

2) KPP Madya 

Yang tennasuk dalam golongan ini adalah KPP khusus yaitu KPP 

Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan Usaha Milik Negara, KPP 

WP Badan dan Orang Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa. Selain itu juga 

ada KPP yang disebut Medium Tax Office (MTO) di wilayah-wilayah 

tertentu. Menurut website resmi Kementerian Keuangan, saat ini jumlahnya 

ada 28 KPP di seluruh Indonesia. 

3) KPP Pratama 

Merupakan jenis KPP yang terakhir yaitu jenis KPP selain KPP Besar dan 

KPP Madya. Lokasi KPP ini lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia 

sampai ke wilayah tingkat kabupaten/kota. Kantor ini 1nerupakan KPP 

modem yang menangani WP terbanyak dan merupakan andalan bagi Ditjen 

Pajak untuk meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia. 

KPP merupakan kantor di daerah baik kabupaten/kota yang berperan 

sebagai pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang bersumber dari pajak. 

KPP Pratama Situbondo memiliki wilayah kerja di dua kabupaten yaitu 

Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. 

c. Struktur Organisasi KPP 

Struktur organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar 

supaya organisasi berjalan lancar, sehingga perlu adanya suatu proses penetapan 

hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi yang dapat memungkinkan 
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adanya suatu kerjasama yang baik dalam usaha mencapai tujuan. Tujuan 

organisasi tersebut akan tercapai dengan baik apabila semua kegiatan diatur, 

dikelola dan diorganisir dengan baik. Dalam organisasi tersebut terdapat 

pembagian tugas yang harus dijalani oleh masing-masing orang atau bagian sesuai 

keadaannya. Adapun struktur organisasi KPP adalah bentuk garis/lini dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

Subag Umum 

dan Kepatuhan 

Internal 

Pengawasan & 

Konsultasi 1 

Kepala Kantor 

Pelayanan 

Pengawasan & 

Konsultasi 2 

Pemeriksaan 

Pengolahan 

Data dan 

lnformasi 

Pengawasan & 

Konsultasi 3 

Kelompok 

Fungsional 

Penagihan 

Ekstensifikasi 

dan 

Penyuluhan 

Gambar 4.1 Struktur KPP Pratama Situbondo 
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Uraian tugas danjabatan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

1) Menetapkan rencana pengamanan penerin1aan pajak berdasarkan 

potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta 

realisasi penerimaan pajak tahun lalu. 

a) Memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana 

pengamanan pener1maan pajak kepada para pejabat eselon IV 

dibawahnya; 

b) Menerima clan mempelajari serta melakukan menganalisis rencana 

pengamanan penerimaan pajak yang diajukan para pejabat eselon 

lV di bawahnya; 

c) Melakukan pembahasan konsep rencana pengamanan penerimaan 

pajak dengan para pejabat eselon IV dibawahnya; 

2) Menetapkan sebuah rencana pencarian data dalam rangka kegiatan 

intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan. 

a) Memberikan penugasan kepada kepala seksi pengolahan data dan 

informasi, kepala seksi pengawasan dan konsultasi, kepala seksi 

ekstensifikasi perpajakan, dan kepala seksi pemeriksaan untuk 

melakukan pencar1an data untuk kegiatan intensifikasi/ 

ekstensifikasi perpajakan; 

b) Membahas bersama para pejabat eselon IV di bawahnya tentang 

rencana pencarian data yang akan digunakan untuk 

intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan; 
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c) Memberi penugasan kepada kepala seksi ekstensifikasi 

perpajakan dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk 

membuat konsep pencarian data startegis; 

3) Menetapkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Keputusan Pengembalian 

Pcndahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Pemindahbukuan (Pbk), 

Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Perintah Membayar Kelebihan 

Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), 

serta produk hukum lainnya. 

a) Menerima konsep penerbitan ketetapan pajak atau produk hukum 

lainnya; 

b) Melakukan penelitian ketetapan pajak/produk hukum; 

c) Memberikan persetujuan atas ketetapan pajak/produk hukum. 

4) Menjamin terlaksananya pencarian data dan pengolahan data yang 

strategis dan potensial untuk kegiatan intensifikasi/ekstensifikasi 

perpajakan. 

a) Menerima pengarahan dari kepala kantor wilayah untuk 

melaksanakan pencarian data untuk kegiatan intensifikasi/ 

ekstensifikasi perpajakan; 

b) Menugaskan kepala subbagian um um untuk menyiapkan konsep 

surat tugas pencarian data; 
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c) Mengoreksi dan menandatangani surat tu gas; 

d) Memberi penugasan kepada kepala seksi ekstensifikasi 

perpajakan dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk 

mencari data strategis; 

b. Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal 

I) Melakukan administrasi surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang 

bukan dari Wajib Pajak. 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk mencatat/merekam surat 

masuk pada buku agenda dan menempelkan lembar disposisi serta 

menyerahkannya kepada kepala kantor; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk mencatat surat masuk yang 

telah didisposisi kepala kantor untuk diteruskan kepada seksi 

terkait. 

2) Melakukan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan 

Pajak. 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk memproses surat keluar dari 

masing-masing seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak; 

b) Membcri penugasan pelaksana untuk melakukan penomoran surat 

keluar; 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan pengarsipan surat 

keluar; 

d) Memberi penugasan pelaksana untuk mengirimkan surat keluar, 

baik secara langsung atau menggunakan jasa pos. 
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3) Melakukan pemberkasan secara umum. 

a) Menerima arsip in aktif (non berkas Wajib Pajak) dari seksi terkait, 

kemudian dibuatkan sebuah berita acara; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk menyimpan dan menata arsip 

yang masih bisa digunakan menurut klasifikasi arsip yang berlaku 

dalamfiling, box; 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk membuat daftar inventaris 

penyimpanan arsip; 

4) Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, 

dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, 

pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode 

etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

I) Menyusun perkiraan penerimaan pajak menurut potensi pajak, 

perkembangan ekonomi dan keuangan. 

a) Menerima disposisi dari kepala kantor mengena1 perkiraan 

penerimaan pajak; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk mengkompilasi perkiraan 

penerimaan pajak dari seksi terkait; 

c) Melakukan penelitian kompilasi perkiraan penerimaan pajak kantor 

pelayanan pajak dan meneruskannya kepada kepala kantor; 
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d) Memberi penugasan pelaksana untuk mengirimkan perkiraan 

penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani 

kepala kantor ke kantor wilayah melalui subbagian umum. 

2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. 

a) Melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk mengumpulkan 

dan mengolah data; 

b) Memberi penugasan operator console melakukan administrasi data 

dari seksi terkait yang diterima; 

c) Memberi penugasan operator console melakukan pemilahan dan 

pendistribusian data yang diterima dari seksi terkait; 

d) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan perekaman data dan 

validasi serta menatausahakan berkas data; 

e) Memberi penugasan operator console melakukan upload data 

elektronik ke dalam sistem aplikasi komputer. 

3) Melakukan pelayanan peminjaman data menyalurkan informasi untuk 

pemanfaatan data perpajakan. 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk menyiapkan data alat 

keterangan yang dilakukan peminjaman baik melalui sistem aplikasi 

komputer dan atau melalui surat peminjaman dan melaksanakan 

penyajian data; 

b) Menerima, meneliti dan menandatangani peminjaman berkas data 

serta memberi penugasan pelaksana menyampaikan data kepada unit 

pemanfaatan data; 
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d. Kepala Seksi Pelayanan 

I) Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat-surat pennohonan dari 

wajib pajak serta surat lainnya. 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk menerima surat pennohonan 

dari wajih pajak yang diterima melalui TPT serta memberikan tanda 

terima kepada wajib pajak atau kuasanya kemudian diteruskan 

kepada seksi terkait; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk menerima dan menatausahakan 

surat pennohonan dari wajib pajak dan surat lainnya yang diterima 

melalui sekretariat untuk diteruskan kepada seksi terkait; 

c) Memberi penugasan pelaksana melakukan pencetakan surat 

pengantar untuk surat permohonan, untuk dikirimkan ke kantor 

wilayah dan atau kantor pusat; 

d) Memberi penugasan pelaksana untuk membuat konsep surat 

tanggapan atas permohonan wajib pajak dan surat lainnya yang 

menjadi kewenangan dari seksi pelayanan. 

2) Melakukan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk menyelesaikan proses 

registrasi Wajib Pajak, objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan penyelesaian proses 

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan 
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Pengusaha Kena Pajak secara jabatan berdasarkan basil kegiatan 

ekstensifikasi atau hasil pemerik.saan; 

c) Memberi penugasan Pelak:sana untuk melakukan pembuktian alamat 

dan membuat Berita Acara Pembuktian Alamat dalam 

menyelesaikan proses pemberian Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak berdasarkan pennohonan Wajib pajak; 

3) Mclaksanakan penerbitao STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, 

SKPPKP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, serta produk hukum lainnya. 

a) Menerima konsep ketetapan dari seksi pengawasan dan konsultasi, 

seksi ekstensifikasi perpajakan atau fungsional pemeriksa pajak; 

b) Memberi penugasan pelaksana untuk mencetak ketetapan a tau 

produk hukum; 

c) Melakukan penelitian dan memaraf ketetapan pajak/produk hukum 

yang akan ditandatangani oleh kepala kantor; 

d) Melakukan penelitian dan menandatangani STP selain basil 

pemeriksaan; 

e. Kepala Seksi Penagihan 

1) Melakukan penyusunan penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi 

Penagihan. 

a) Menerima tugas dari kepala kantor tentang rencana penagihan pajak; 

b) Memberi penugasan pelaksana dan juru sita pajak untuk meneliti dan 

menganalisis kemampuan beban kerjajuru sita pajak; 
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c) Melakukan penyusunan konsep penyesuaian rencana penagihan pajak 

serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor. 

2) Melakukan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta 

lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP I SITS I SSB) beserta 

bukti pemindahbukuan untuk pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak. 

a) Memberi penugasan pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar 

pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya 

(SKPKB/ SKPKBT/STP/STB} dari seksi pelayanan; 

b) Melakukan penerimaan, penelitian, dan menandatangani daftar 

pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya 

(SKPKB/SKPKBT/ STP/STB); 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk menatausahakan daftar 

pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lainpirannya 

(SKPKB/SKPKBT/ 

d) STP/STB) yang telah disetujui dan meneliti tunggakan pajak dalam 

sistem aplikasi komputer; 

3) Melakukan penatausahakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas 

pelaksanaan Surat Paksa (SP) 

a) Menerima dan melakukan penelitian terhadap daftar pengantar SSBP 

dari Seksi Pelayanan; 

b) Menugaskan Pelaksana untuk membuat laporan penerimaan SSBP; 

c) Melakukan penerimaan, penelitian serta menyetujui laporan SSBP 

untuk diteruskan dan dikompilasi oleh Subbag Umum. 
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f. Kepala Seksi Pemeriksaan 

1) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak supaya berjalan 

dengan lancar. 

a) Menerima tugas dari kepala kantor untuk merencanakan pemeriksaan 

pajak; 

b) Melakukan penelitian dan menganalisis kemampuan be ban kerja 

tenaga fungsional pemeriksa pajak; 

c) Memberi penugasan pelaksana melakukan penyusunan konsep 

penyesuaian rencana pemeriksaan pajak; 

d) Melakukan penerimaan, penelitian serta memaraf dan menyampaikan 

konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak. 

2) Mclakukan penyusunan daftar nominatif dan/atau lembar penugasan 

pemeriksaan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. 

a) Menerima usulan Wajib Pajak yang diajukan pemeriksaan dari seksi 

pengawasan konsultasi dan/atau fungsional pemeriksa pajak untuk 

seluruh jenis pemeriksaan dan seksi penagihan dalam rangka 

Delinquency Audit; 

b) Memberi penugasan pelaksana membuat daftar nominatif dan/atau 

usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan; 

c) Melakukan penelitian serta menyampaikan daftar nominatif dan/atau 

usulan pemeriksaan Wajib Pajak kepada kepala kantor untuk 

mendapatkan persetujuan; 
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g. Kepala Pengawasan dan Konsultasi 

I) Melakukan penelitian rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi 

pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 

a) Mempelajari dan menganalisis laporan realisasi penerimaan serta 

laporan penerbitan ketetapan pajak; 

b) Memberi penugasan AR untuk untuk melakukan penyusunan rencana 

penerimaan pajak; 

c) Melakukan penerimaan, penelitian serta merumuskan rencana 

penerimaan pajak dari AR ke dalam estimasi penerimaan pajak dan 

menyampaikannya kepada kepala kantor. 

2) Melakukan penelitian serta pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak 

scrta penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak atas 

pemenuhan atas kewajiban perpajakan. 

a) Memberi penugasan AR untuk mengawasai kepatuhan fonnal Wajib 

Pajak serta penelitian dan analisis kepatuhan Wajib Pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan data 

pada Sistem Aplikasi Komputer (SIDJP/SAPT/SISMIOP/SIG), 

laporan keuangan wajib pajak dan data lainnya; 

b) Melakukan penelitian serta memberi persetujuan usulan penerbitan 

Surat Teguran clan Surat Tagihan Pajak dan Nota Penghitungan dari 

AR berdasarkan penelitian terhadap Wajib Pajak yang belum 

melaporkan kewajiban perpajakannya; 
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c) Melakukan penelitian serta memberi persetujuan terhadap usu Ian 

pembatalan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak dari 

AR apabila terdapat kesalahan. 

3) Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan 

perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 

a) Menerima segala pertanyaan tertulis tentang ketentuan teknis 

perpajakan dari Wajib Pajak; 

b) Memberi penugasan AR memberikan bimbingan/himbauan kepada 

Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan yang berlaku serta konsultasi 

teknis perpajakan dari pennasalahan Wajib Pajak, baik secara lisan 

ataupun tertulis; 

c) Melakukan penelitian serta memberikan persetujuan atas konsep surat 

jawaban atas pertanyaan tentang ketentuan teknis perpajakan serta 

meneruskan kepada Kepala Kantor; 

h. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Penyuluhan 

I) Melakukan penyusunan konsep rencana kerja pendat.aan (pembentukan 

dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak. 

a) Menerima tu gas dari Kepala Kantor untuk menyusun konsep rencana 

kerja pendataan obyek dan subyek pajak; 

b) Melakukan identifikasi bahan utnuk menyusun konsep rencana kerja 

pendataan obyek dan subyek pajak; 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan pengumpulan 

bahan penyusunan konsep rencana kerja pendataan obyek dan 
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subjek pajak yang meliputi data monografi, daftar hasil rekaman 

(OHR} lama, data grafis/peta dan bahan pendukung lainnya; 

2) Melakukan pendataan serta menatausahakan hasil pendataan obyek dan 

subyek pajak. 

a) Menerima tugas dari Kepala Kantor untuk mendata serta 

menatausahakan basil pendataan; 

b) Melakukan identifikasi bahan untuk mcnyusun pedoman 

pelaksanaan pendataan; 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan pengumpulan 

bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pendataan; 

d) Menyusun koosep pedoman pelaksanaan pendataan; 

3) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian 

SPOP. 

a) Menerima tu gas penyusunan konsep surat teguran dan surat 

penundaan pengembalian SPOP; 

b) Melakukan identifikasi bahan untuk menyusun konsep surat teguran 

dan surat penundaan pengembalian SPOP; 

c) Memberi penugasan pelaksana untuk melakukan pengumpulan bah an 

penyusunan konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian 

SPOP melalui pembuatan daftar rekapitulasi penyampaianlpengembalian 

SPOP dari Wajib Pajak. 

43801.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



65 

2. Proses Pengumpulan Data 

Pemgumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer berupa 

kuesioner yang disebarkan pada responden. Kuesioner dibagikan pada 70 orang 

pegawai yang terlibat dalam proses anggaran pada seluruh unit satuan kerja di 

KPP Pratama Situbondo. Penyebaran kusioner dilakukan dengan memberikan 

kuesioner dan diberi waktu untuk mengisi kemudian dikembalikan pada unit 

satuan kerja untuk diserahkan kembali. Data hasil kuesioner direkapitulasi untuk 

dianalisis selanjutnya. 

3 Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi responden membahas mengenai karakteristik individual 

responden. Karakteristik tersebut akan diuraikan menurut jenis kelamin, tingkat 

pendidikan terakhir, golongan/pangkat dan masa kerja Tim pengelola keuangan. 

a. Jenis Kelamin 

Tim pengelola keuangan KPP Pratama Situbondo tidak dibatasi oleh aspek 

jenis kelamin. Oleh sebab itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi Tim pengelola keuangan. Kondisi tersebut 

dapat d~jumpai dimana tim pengelola keuangannya adalah terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Adapun data mengenai karakteristik responden menurut jenis kelamin 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut 
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Tabel 4. l Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

·-·· 
No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (o/o) 

I Laki-Laki 55 78,5 

2 Wanita 15 21,4 

Jumlah 70 100 

Sumber: Data Primer d1olah, April 2017 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden terdiri atas laki-laki 

dan perempuan. Namun secara kuantitas jumlah responden laki-laki hampir dua 

kali lipat dibandingkan dengan jumlah responden perempuan, di mana laki-laki 

sebanyak 55 orang (78,So/o) dan wanita sebanyak 15 orang (2l,4o/o). Jumlah \aki-

laki basil perckrutan tim pengelola keuangan selama ini adalah lebih banyak 

daripada perempuan disebabkan karena tempat tugas dari tim pengelola keuangan 

pajak adalah di seluruh Indonesia, sehingga setiap beberapa tahun akan menjalani 

perpindahan tempat kerja dan tim pengelola keuangan lak-laki lebih mudah untuk 

dipindahkan daripada Tim pengelola keuangan perempuan. 

b. Tingkat Pendidikan Terakhir 

Aspek pendidikan sangat penting bagi seorang Tim pengelola keuangan, 

dimana tingkat pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk dapat diterima 

menjadi Tim pengelola keuangan administrasi di semua jenjang organisasi 

tennasuk di KPP Pratama Situbondo. Tingkat pendidikan pada masa sekarang ini 

menjadi salah satu persyaratan utama untuk dapat menduduki jabatan maupun 

untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Karakteristik responden 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabet 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

~o. ingkat Pendidikan Jurnlah (Orang) Pcrsentase (o/o) 

I. SMU 9 13o/o 

DI 11 16% 

3. I/Ill 20 29% 

4. Sl 21 30% 

5. S2 9 13o/o 

IJumlah 70 100 

Sumber: Data Primer diolah, April 2017 

Berdasarkan pada Tabet 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

responden terbanyak adalah sarjana strata I (S-1), yakni sebanyak 21 orang atau 

sebesar 30o/o. Hal ini merupakan kebijakan yang diterapkan pada saat perekrutan 

yang didasari pemikiran pada kemampuan lembaga dalam masalah kesejahteraan. 

Walaupun demikian yang berlatar belakang pendidikan setingkat S-1, para Tim 

pengelola kcuangan tersebut terus ditingkatkan kemampuannya dengan 

mengikutsertakan bcrbagai pelatihan dan memberi kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya masing

mastng. 

Selain adanya Tim pengclola keuangan dengan pendidikan setingkat S-2 

sebanyak 9 orang atau 13o/o. KPP Pratama Situbondo juga tetap memperhatikan 

tim pengelola keuangan yang menduduki pada posisi pimpinan ataupun yang 

dikader/dipersiapkan untuk menduduki pada posisi pimpinan. Selain itu untuk 

level Diii sebanyak 20 orang atau 29% dan level D I sebanyak 11 orang atau 
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I 6o/o pada umumnya hasil rekrutmen dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang 

akan dikembangkan lagi tingkat pendidikan pada saat bekerja di KPP Pratama 

Situbondo. Untuk level SMU sebanyak 9 orang atau 13 % pada umumnya hasil 

penerimaan tim pengelola keuangan Negeri Sipil dari tenaga honorer yang tidak 

melanjutkan kc tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Masa Kerja 

Masa kerja merupakan n1asa pengabdian tim pengelola keuangan terhadap 

KPP Pratama dalam melayani masyarakat. Distribusi responden berdasarkan masa 

kerja dapat dilihat pada Tabet 4.3 berikut. 

Tabet 4.3 Distribusi Responden Menurut Masa Kerja KPP Pratama Situbondo 

No Masa Keria Jumlah (Orang) Persentase (%) 
I < 5 tahun 12 l 7o/o 

2 6-10 tahun 20 29% 
3 l l-15 tahun 25 36% 

4 >15tahun 13 19o/o 

Jumlah 70 100 . . 
Somber: Data Primer d1olah, Apr112017 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui hahwa Tim pengelola keuangan 

sebagian besar memiliki masa kerja 11-15 tahun tahun sebanyak 25 orang (36%) 

berarti Tim pengelola keuangan pada umumnya telah bekerja pada istansi dalam 

jangka waktu yang lama. Banyaknya Tim pengelola keuangan yang bennasa kerja 

diatas 15 tahun karena di KPP Pratama Situbondo banyak terdapat tlln pengelola 

keuangan level pengawas yang sudah berusia di atas 40 tahun. Sedangkan masa 

kerja 0-5 tahun sebanyak 12 orang (17%), masa kerja 6-10 tahun sebanyak 20 

orang (29o/o) yang kedua level masa kerja tersebut dihuni oleh tim pengelola 

keuangan dari jumlah keseluruhan respondt:n. 
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3 Deskriptif Statistik 

Tahap untuk menentukan variabel penelitian dilakukan dengan 

mengedarkan kuesioner kepada para responden berupa kisioner pada pengelola 

dan anggaran keuangan. Ada 70 orang t yang dipilih sebagai responden. Terdapat 

40 pertanyaan pada setiap kuesioner, seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.4. 

Tabet 4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 

x Faktor Min Max Mean Kategori 

XI llerencanaan kegiatan tidak sesuai dengan I 5 4,03 Tinggi 
... ebutuhan 

X2 Standar Biaya (SBU/SBK) tidak sesuai 3 5 4,19 Tinggi 
iengan penetapan harga satuan barang/jasa 

X3 Pemblokiran anggaran karena data 3 5 4,14 Tinggi 
nendukung belum ada belum ada 

X4 Salah penentuan akun sehingga perlu revisi 2 5 4,01 Tinggi 
iokumen anoo-aran 

XS angka waktu yang singkat dalam 2 5 3,90 Tinggi 
penyusunan clan nenelaahan anoo-aran 

X6 Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah 2 5 4,25 Sangat 
tidak sesuai dengan harga pasar). tin1:1:g:i 

X7 I I erjadi penyesuaian harga eskalasi dari 3 5 4,27 Sangat 
pemerintah tin!!Qi 

X8 fJ'idak menganggarkan biaya administrasi 3 5 4,20 Sangat 
pengadaan. tingui 

X9 Aplikasi RKAKL-DIPA sulit dipahami I 5 4,17 Tinggi 

XIO Term of Refernce (TOR) salah/tidak I 5 3,85 Tinggi 
lcngkao 

Xl I Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang I 5 3,82 Tinggi 
erbeda dengan satuan biaya 

Xl2 '\..eterlambatan dalam pembuatan SK 2 5 3,93 Tinggi 
:>enunjukan!Penggantian Pejabat 
Perbendaharaan KPA, PPK, PP-SPM, dan 
::\endahara Pengeluaran 

Xl3 etunjuk Operasional Kegiatan (POK) yani I 5 4,02 Tinggi 
erlambat ditetapkan 

Xl4 ergeseran anggaran baik antar bagian I 5 4,05 Tinggi 
anggaran, antar unit organisasi, antar 

egiatan. 
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x Faktor Min Max Mean Kategori 

Xl5 erdapat pembatasan kegiatan, seperti I 5 3,98 Tinggi 
pengadaan kendaraan dan pembangunan 
edung 

Xl6 K.eterbatasan SOM pelaksana pengadaan I 5 4,00 Tinggi 
ang memiliki sertifikat 

Xl7 SDM pelaksana pengadaan kurang l 5 4,02 Tinggi 
komne:ten 

Xl8 !{angkap tu gas dalam jabatan Panitia 2 5 3,98 Tinggi 
Pen2adaan. 

Xl9 '\danya kekhawatiran yang berlebihan atas 2 5 3,93 Tinggi 
emberitaan penangkapan pejabat dan 

:uduhan korupsi atas pengadaan 
Jarang/jasa. 

X20 ['\,.eengganan untuk menjadi pejabat I 5 3,78 Tinggi 
~ngadaan karena risiko yang tidak 
lsebanding dengan imbalan yang diterima 

X21 Permasalahan terkait dengan konsultan atau l 5 3,38 Tinggi 
enaga ahli dalam proses pengadaan 
tJarang/jasa. 

X22 Keterbatasanjumlah pejabat/petugas yang 2 5 3,53 Tinggi 
memiliki bersertifikat 

X23 K.eterlambatan penetapan SK Panitia 2 5 3,55 Tinggi 
elang 

X24 Pennasalahan terkait RUP (Rencana Umum 2 5 3,49 Tinggi 
engadaan) yang hanya sebagian atau tidak 
eluruhnya di umumkan. 

X25 Kesulitan dalam penentuan Harga 3 5 4,19 Tinggi 
erkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan 

HPS tidak berdasarkan keahlian dan tidak 
melalui survei pasar. 

X26 idak sesuainya barang yang diterima 3 5 4, 14 Tinggi 
engan spesifikasi. 

X27 urang kompetennya penvedia baranPtiasa 2 5 4,01 Tinggi 

X28 l'l..esulitan dalam penerapan peraturan 2 5 3,90 Tinggi 
nengenai mekanisme pembavaran 

X29 Peraturan tentang mekanisme pembayaran 2 5 4,25 Sangat 
ang kurang dipahami oleh pejabat tinggi 

Jengelola keuangan 

X30 R.evisi DIPA untuk disesuaikan dengan 3 5 4,27 Sang at 
ebutuhan tiOPPi 

X31 erlambat dalam proses revisi anggaran 3 5 4,20 Sangat 
tinggi 

X32 erlambat dalam penetapan perubahan atas 2 5 3,91 Tinggi 
Petunjuk Ooerasional Kegiat.an (POK). 
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x Faktor Min Max Mean Kategori 

X33 erjadi kesalahan pemb~tan SPM karena 3 5 4,19 Tinggi 
urang memenuhi syarat 

X34 K.uitansi, bukti-bukti tagihan belum 3 5 4,17 Tinggi 
itandatan2ani. 

X35 '"egiatan yang sudah dibiayai dengan Uang 3 5 4,04 Tinggi 
lersediaan, namun tidak segera dimintakan 
eng:2antian Uang Persediaan. 

X36 Kebiasaan/kultur menunda pekerjaan pada 2 5 3,91 Tinggi 
satkera., kurang disiplin dan lain-lain 

X37 Jishannonisasi peraturan yang 3 5 4,31 Sangat 
berhubungan dengali perencanaan, tinggi 
elaksanaan dan nencairan anP!!aran. 

X38 eraturan tentang pengadaan yang kurang 3 5 4,32 Sangat 
di sosialisasikan. tinggi 

X39 Pegawai/pejabat pengelola keuangan yang 3 5 4,25 Sangat 
ering mengalami mutasi. tinuoi 

X40 Dalam pengelolaan anggaran di satuan I 5 4,24 Sangat 
... erja, belum ada mekanisme reward dan tinggi 
'lUnishmenl . . 

Somber: Data d1olah 

Adapun jarak interval kelas pada masing - masing kategori dapat dijelaskan 

pada Tabcl 4.5 tersebut di bawah ini. 

Tabel 4.5. Skala Interval dan Kategori 

I Interval 
·-

Kategori 

~x:Sl,80 Sangat Rendah 

1,81 :Sx:S2,60 Rendah 

2,61 :s x :s 3,40 Cukup 

3,41 Sx:S4,20 Tinggi 

4,21 :s x :s 5,00 Sangat Tinggi 
·-~-

Sumbcr: Sugiyono (2008) 
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4 Uji Validitas Data 

Uji validitas menunjukkan kemampuan instrumen penelitian, mengukur 

apa yang hendak diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Validitas ditentukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing 

item terhadap skor total masing-masing item. Hasil uji validitas disajikan pada 

Tabet 4.6. 

Tabel 4.6 l-Iasil Uji Validitas Kuesioner 

x Faktor r hitung r tabel Katee:ori 
XI erencanaan kegiatan tidak sesuai dengan 0,569 0,235 Valid 

ebutuhan 
X2 Standar Biaya (SBU/SBK) tidak sesuai 0,499 0,235 Valid 

engan oenetan,:i,n harga satuan baranO'zjasa 
X3 emblokiran anggaran karena data 0,538 0,235 Valid 

...,.ndukung belum ada belum ada 
X4 Salah penentuan akun sehingga perlu revisi 0,458 0,235 valid 

okumen anorraran 
XS angka waktu yang singkat dalam 0,431 0,235 valid 

:>enyusunan dan nenelaahan anug:aran 
X6 Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah 0,422 0,235 valid 

tidak sesuai dengan harga pasar). 
X7 rrerjadi penyesuaian harga eskalasi dari 0,441 0,235 valid 

1emerintah 
XS idak menganggarkan biaya administrasi 0,499 0,235 valid 

:'leO~adaan. 

X9 Aplikasi RKAKL-DIPA sulit diruihami 0,285 0,235 valid 
XIO Term of Refernce (TOR) salah/tidak 0,513 0,235 valid 

lenoicao 
XI I Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 0,524 0,235 valid 

Xl2 
~beda dengan satuan biava 

terlambatan dalam pembuatan SK 0,502 0,235 valid 
Penunjukan/Penggantian Pejabat 
Perbendaharaan KPA, PP~ PP-SPM. dan 
Rendahara Pengeluaran 

Xl3 etunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang 0,583 0,235 valid 
erlambat ditetapkan 

Xl4 ergeseran anggaran baik antar bagian 0,583 0,235 valid 
anggaran, antar unit organisasi, antar 
e~iatan. 
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x Faktor r hitun.e r tabel Kate.l!ori 
X15 i·erdapat pembatasan kegiatan, seperti 0,594 0,235 valid 

::>engadaan kendaraan dan pembangunan 
~edung 

X16 Keterbatasan SOM pelaksana pengadaan 0,644 0,235 valid 
vang memiliki sertifikat 

Xl7 SDM pelaksana pengadaan kurang 0,622 0,235 valid 
""ompeten 

Xl8 Kangkap tugas dalam jabatan Panitia 0,628 0,235 valid 
Den,gadaan. 

Xl9 IAdanya kekhawatiran yang berlebihan atru 0,614 0,235 valid 
tvemberitaan pcnangkapan pejabat dan 
uduhan korupsi atas pcngadaa11 
t)arang/jasa. 

X20 K.eengganan untuk menjadi pejaba 0,652 0,235 valid 
pengadaan karena risiko yang tidal 
sebanding dengan imbalan yang diterima 

X2l Pennasalahan terkait dengan konsultan atat 0,626 0,235 valid 
enaga ahli dalam proses pengadaar 
barang/jasa. 

X22 t<..eterbatasan jumlah pejabat/petugas yang 0,396 0,235 valid 
lmemiliki berscrtifikat 

X23 Keterlambatan penetapan SK Paniti2 0,383 0,235 valid 
Lelang 

X24 Permasalahan terkait RUP (Rencana Umun 0,425 0,235 valid 
Pengadaan) yang hanya sebagian a tau tida 
seluruhnya di umumkan. 

X25 Kesulitan dalam penentuan Hargi 0,333 0,235 valid 
Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuar 
H PS tidak berdasarkan keahlian dan tida 
melalui survei oasar. 

X26 idak sesuainya barang yang diterim;: 0,355 0,235 valid 
engan spesifikasi. 

X27 Kurang kompetennya penyedia barangljasa 0,207 0,235 valid 

X28 K.esulitan dalam penerapan pcraturar 0,567 0,235 valid 
mengenai mekanisme pembayaran 

X29 iPeraturan ten tang mekanisme pem bayarat 0,569 0,235 valid 
yang kurang dipahami oleh pejaba 
1engelola keuangan 

X30 Revisi DIPA untuk disesuaikan den gar 0,640 0,235 valid 
ebutuhan 

X31 llerlambat dalam proses revisi anl!l!aran 0,521 0,235 valid 

X32 erlambat dalam penetapan perubahan a™ 0,279 0,235 valid 
IPetuniuk Operasional Kegiatan (POK). 
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x Faktor r hitung r tabel Kategori 
X33 erjadi kesalahan pembuatan SPM karen<i 0,508 0,235 valid 

urang memenuhi syarat 
X34 Kuitansi, bukti-bukti tagihan be I urn 0,584 0,235 valid 

itandatangani. 

X35 "-egiatan yang sudah dibiayai dengan Uan1 0,516 0,235 valid 
Persediaan, namun tidak segera dimintakar 
eOPPantian Uang Perscdiaan. 

X36 l'>.ebiasaan/kultur menunda pekerjaan pad~ 0,728 0,235 valid 
satkera, kurang disiolin dan lain-lain 

X37 Dishannonisasi peraturan yan~ 0,825 0,235 valid 
Jerhubungan dengan perencanaan, 
"""laksanaan dan oencairan anggaran. 

X38 Peraturan tentang pengadaan yang kuran 0,727 0,235 valid 
i sosialisasikan. 

X39 Pegawai/pejabat pengelola keuangan yan~ 0,773 0,235 valid 
sering mengalami mutasi. 

X40 .ualam pengelolaan anggaran di satuar 0,532 0,235 valid 
erja, belum ada mekanisme reward dat 

rJUnishment. . . 
Somber: Data primer d1olah tahun 2017 (lamp1ran 3) 

Berdasarkan hasil nilai dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua kuesioner 

yang diajukan adalah valid karena nilai koefisien korelasinya positif dan lebih 

besar dari r kritis = 0,23 5. 

5 Hasil Uji Reliabilitas 

Setelah instrumen diuji validitasnya, instrumen yang valid selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas, untuk menguji atau menunjukkan konsistensi suatu alat 

ukur didalam mengukur gejala yang sama, dalam penelitan ini uji reliabilitasnya 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Setelah diperoleh nilai a, selanjutnya 

membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas pada tabel a., 

sehingga nilai kritis reliabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60 (Ghozali, 2002) 
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sehingga dapat dikatakan reliabel jika nilai a lebih besar dari angka kritis 

reliabilitas. Hasil uji reliabiltas disajikan pada Tabet 4.7. 

Tabel 4. 7 Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No lndikator Conbrach Alpha a Angka kritis Keterangan 
Proses Perencanaan 

0,727 0,60 Reliabel 
1 Anggaran 

Proses Pengadaan 
0,723 0,60 Reliabel 

2 Baran!! dan Jasa 
Proses Mekanisme 

0,706 0,60 Reliabel 
3 Pembavaran 

4 Proses Internal Satker 0,778 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 (lampiran 4) 

Berdasarkan Tabel 4. 7 terlihat bahwa semua nilai a lebih besar dari nilai 

angka kritis reliabilitas sebesar 0,60, sehingga semua butir pertanyaan dapat 

dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

6 Basil Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan 

penyerapan anggaran seperti berikut. 

a. Menilai Variabcl yang Layak 

I. Untuk menguji ketepatan dalam model faktor, uji statistic yang digunakan 

adalah Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Barlett 's Test of ,';phericity atau 

U')A. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis faktor adalah 

angka Measure of Sampling Adequency (MSA) adalah 0,890 clan nilai C'hi-

Square sebcsar 615,245 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 136 dcngan 

tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena itu angka KMO di bawah 0,5 maka 
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kumpulan variabel tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sedangkan 

jika KMO > 0,5 maka dapat diproses lebih lanjut seperti terlihat pada 

Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. KMO clan Barlett's Test 

-
Kaiser-MeVl'r-0/kin Measure of Samo/inf! Adeauacv. 0,890 
Bartlett's Test o/Sphericity Annrox. Chi-Sauare 615,245 

DJ 136 
Sig. 0,000 ------------

Sumber: Data dtolah, 2017 (Lamp1ran 5) 

2. Anti Image Matrics 

Berdasarkan tabel Anti Image Corre/alion (bagian bawah tabel Anti Image 

Matrices) terdapat sejumlah angka yang berbentuk diagonal yang bertanda 

"'a". Tanda "a" ini menunjukkan Mea<;ure of Sampling Adequency (MSA) 

sebuah variabel. Angka MSA berkisaran 0 - l, dengan kriteria (Ghozali, 

2002) jika MSA < 0,5 variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa 

dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari varibel lainnya. Berdasarkan 

penelitian ini tidak ada variabel yang memiliki nilai MSA < 0,5. Oleh 

karena itu, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian (Anti Image Correlations) 

Variabel Angka MSA Kriteria MSA Keterangan 
XI 0,538 > 0,5 Baik 
X2 0,872 > 0,5 Baik 

X3 0,881 >0,5 Baik 

X4 0,865 >0,5 Baik 

X5 0,863 > 0,5 Baik 

X6 0,880 >0,5 Baik 

X7 0,884 > 0,5 Baik 

XS 0,874 > 0,5 Baik 

X9 0,507 > 0,5 Baik 
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Variabel AngkaMSA Kriteria MSA Keterangan 

XIO 0,588 > 0,5 Baik 
XI I 0,578 >0,5 Baik 
Xl2 0,586 >0,5 Baik 
Xl3 0,758 > 0,5 Baik 

Xl4 0,776 >0,5 Baik 

XIS 0,769 >0,5 Baik 
Xl6 0,800 >0,5 Baik 

Xl7 0,599 > 0,5 Baik 
XIS 0,100 >0,5 Baik 

Xl9 0,744 > 0,5 Baik 
X20 0,605 > 0,5 Baik 
X21 0,514 > 0,5 Baik 
X22 0,624 > 0,5 Baik 
X23 0,715 >0,5 Baik 

X24 0,654 >0,5 Baik 

X25 0,875 > 0,5 Baik 

X26 0,881 > 0,5 Baik 

X27 0,865 > 0,5 Baik 

X28 0,863 >0,5 Baik 

X29 0,880 > 0,5 Baik 

X30 0,884 > 0,5 Baik 

X31 0,874 >0,5 Baik 

X32 0,533 > 0,5 Baik 

X33 0,710 > 0,5 Baik 

X34 0,785 >0,5 Baik 

X35 0,688 >0,5 Baik 

X36 0,666 >0,5 Baik 

X37 0,722 >0,5 Baik 

X38 0,785 >0,5 Baik 

X39 0,561 > 0,5 Baik 

X40 0,725 >0,5 Baik 

Sumber: lampiran 5 
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b. Menentukan Jumlah Faktor 

Penentuan jumlah faktor dalam penelitian ini didasarkan pada nilai 

Eigenvalue dengan kriteria nilai Eigenvalue lebih besar dari I dianggap valid dan 

jumlah faktor yang terbentuk. Berikut dapat dilihat Tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10. Total Variance Explaine 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Rotation Sums of Squared 

Component 
Squared Loadings Loadings 

Total 
%of 

Cum% Total 
%of 

Cum% Total 
%of 

Cum% 
Variance Variance Variance 

I 9,023 22,558 22,558 9,023 22,558 22,558 5,972 14,930 14,930 

dimension 
2 6,456 16,140 38,698 6,456 16,140 38,698 4,432 11,080 26,009 

3 4,482 I t,206 49,904 4,482 11,206 49,904 4,090 10,225 36,234 

4 2,031 5,078 54,982 2,031 5,078 54,982 4,000 10,000 46,234 

Sumber: Data d1olah, 2017 (Lampiran 5) 

Tabet 4.10, menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 faktor saja yang 

memiliki nilai Eigenvalue > I. Faktor pertama memiliki nilai Eigenvalue sebesar 

9,023, faktor kedua memiliki nilai Eigenvalue 6,456, faktor yang ketiga 

mempunyai nilai Eigenvalue 4,482 dan faktor yang keempat mempunyai nilai 

Eigema/ue 2,03 l . Hanya terbentuk 4 faktor saja yang mewakilinya. 

c. Rotasi Faktor 

Setelah diketahui faktor baru yang terbentuk berdasarkan tabel Variance 

Explained dari 40 variabel yang diteliti terdapat 4 faktor baru yang terbentuk 

mewakili variabel-variabel tersebut. Pada penelitian ini rotasi dilakukan dengan 

menggunakan metode varimax. Pada 'fabel 4.11 Rotated Component Matri:t! 

dibawah ini menunjukkan distribusi 40 variabel pada 4 faktor ham yang 

terbentuk. Berikut dijelaskan pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4 11 Rotated Comoonent Matrix" 
Conrnnnent MatriX' 

(.'omnonent 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 

X26 0797 0,272 0,035 -0,106 -0,049 0,344 0,071 0,170 0,064 
X3 0,797 0,272 0,035 -0,!06 -0,049 0,344 0,071 0,170 0,064 
X30 0,781 0,158 -0,010 0,194 -0,299 -0, 174 -0,276 0, 117 -0,049 
X7 0,781 0,158 -0,010 0,194 -0,299 -0,174 -0,276 0,117 -0,049 
X25 0,774 0,219 0,007 -0,077 0,038 0,451 0,042 0,078 0,073 
X2 0,774 0,219 0,007 -0,077 0,038 0,451 0,042 0,078 0,073 

0X~27 ___ +-~o~,7~678+-~o •• ~1~09c+--~o,~00~4c+-_-0~·~12~6c+-_o~,730~0c+-_-0~,723~8c+-_o~,73~14+-_o~,~oo~5+-_-0~,~o5~1 
X4 0,768 0,109 0,004 -0,126 0,300 -0,238 0,314 0,005 -0,051 
X29 0,766 0,161 -0,089 0,238 -0,339 -0,231 -0,169 0,024 -0,074 
X6 0,766 0,161 -0,089 0,,238 -0,339 -0,231 -0,169 0,024 -0,074 
XS 0,742 0,111 0,034 -0,046 0,238 -0,367 0,292 0,143 0,021 
X28 0,742 0,111 0,034 -0,046 0,238 -0,367 0,292 0,143 0,021 
X31 0,681 0,214 -0,074 -0,114 0,118 0,077 -0,365 --0,437 0,044 
X8 0,681 0,214 -0,074 -0,114 0,1181 0,077 -0,365 -0,437 0,044 
X9 0,494 -0,055 -0,015 -0,434 0,066 0,164 0,019 -0,194 -0,039 
Xl6 -0,307 0,817 -0,078 -0,087 0,139 -0,048 -0,032 0,034 -0,031 
XIS --0,287 0,785 -0,070 -0,112 0,201 -0,051 -0,058 0,046 -0,065 
Xl3 -0,312 0,770 0,012 -0,071 0,033 -0,061 -0,164 0,142 -0,100 
Xl4 -0,329 0,768 -0,017 -0,098 0,139 -0,096 -0,147 0,082 -0,102 
Xl7 -0,197 0,720 -0,054 0,034 0,031 -0,149 -0,!06 -0,053 0,025 
Xl2 -0,220 0,642 -0,071 0,091 -0,009 0,000 -0,108 0,260 0,180 
XI -0,173 0,636 -0,001 -0,157 0,027 -0,018 -0,119 0,233 0,095 
,xz=o---+~-0~, 1~578 ,_~o,~609cc;_~-o~.1~07J +-70,'c13~4c+-~-0~.2~1~s __ 0.018 o,308 -0.022 o,068 
X21 -0,109 0,594 -0,099 0,063 -0,!09 0,047 0,!05 -0,320 -0,089 
XIO -0,138 0,584 -0,001 --0,049 -0,007 -0,128 -0,037 -0,051 -0,075 
Xl8 -0,199 0,575 -0,161 0,035 --0,382 0,059 0,326 -0,176 0,122 
XI I -0,160 0,554 --0,059 -0,190 0,386 0,014 -0,083 -0,209 -0,073 
Xl9 -0,162 0,553 -0,048 0,053 -0,439 0,093 0,403 -0,090 0,186 
X34 -0,041 0,079 0,862 0,028 0,053 -0,084 -0,123 0,032 0,086 
X33 -0,073 0,073 0,812 -0,017 0,038 -0,025 -0,125 0,061 -0,136 
X37 0,058 0,148 0,791 0,028 -0,045 -0,053 0,036 -0,074 0,242 
X35 0,021 0,079 0,781 0,075 -0,068 -0,017 0,013 -0,151 -0,194 
X36 -0,033 0,052 0,774 0,046 -0,034 -0,021 0,150 -0,190 0,028 
X38 0,034 0,119 0,743 0,090 0,026 -0,065 -0,044 -0,047 0,447 
X39 0,058 0,090 0,677 -0,094 -0,076 0,171 0,101 0,056 -0,184 
X23 0,097 0,097 0,004 0.782 0,252 0,026 0,062 -0,104 -0,074 

,x~2~2~---+~o.~1~s6:+_"0,'C1~08:+_-"o,~0~54:+~0,~63-c80J o,294 0,244 0,091 -0, t 45 -0,046 
X24 -0,053 0,220 -0,025 0,606 0,386 0,246 -0,001 0,145 -0,070 
X40 -0,024 0,089 0,356 0,528 --0,128 0,248 0,007 0,239 -0,065 
X32 -0,103 -0,119 0,034 0,593 0,193 0,122 -0,286 0,352 0,111 
Extraction Method: Princinal Com•"-.nent Analvsis. 
a. 9 comvonents extracted. 
Sumber: Data diolah, 2017 (Lamp1ran 5) 
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Pada tahapan rotasi faktor terdapat aturan angka pembatas (cut off'point) 

agar sebuah variabel dapat dimasukan ke dalam suatu faktor. Angka pembatas 

tersebut sebesar 0,50. Menurut Ghozali (2002:258), apabila sebuah variabel 

tertentu memiliki nilaifactor loading tertinggi pada faktor tertentu diantara faktor 

lainnya tetapi nilai dari factor loading tersebut kurang dari 0,50 maka variabel 

tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam faktor manapun atau dengan kata lain 

variabel tersebut harus dikeluarkan dari model. Apabila ada dua loading faktor 

yang sama maka diambil loading faktor yang paling tinggi diantara keduanya. 

Bcrdasarkan pada Tabel 4.1 l, Rotated Component Matrix" dilakukan 

pengelompokan variabel-variabel masuk ke dalam faktor. Ada 4 (empat) variabel 

yang tidak memenuhi standar minimal angka pembatas sehingga variabel-variabel 

masuk ke dalam 4 (empat) komponen dan harus dikeluarkan dari model. Hal ini 

dilakukan berdasarkan nilai factor loading-nya. 

Menurut analisis faktor, masalah terlambatnya realisasi anggaran belanja 

pada KPP Pratama Situbondo dapat dijelaskan oleh 4 faktor yang mempunyai 

variansi dengan nilai sebesar 59,047% dengan rincian sebagai berikut: (l) fitktor 

perencanaan anggaran yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 22,558%; 

(2) faktor pengadaan barang dan jasa yang menjelaskan variasi seluruh item 

sebcsar 16, l 40o/o; (3) faktor mekanisme pcmbayaran yang menjelaskan variasi 

seluruh item sebesar l l,206o/o; (4) faktor Internal Satker yang menjelaskan 

variasi seluruh item sebesar 5,078o/o; dan sedangkan sisanya sebesar 16,284% 

dijelaskan oleh faktor lain selain empat faktor yang telah disebut di atas scperti 

peraturan, kompetensi dan lain sebebagainya. 
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Menurut hasil analisis faktor, faktor perencanaan dibentuk oleh 14 item 

pertanyaan, yaitu standar biaya {SBU/SBK) tidak sesuai dengan penetapan harga 

satuan barang/jasa (X2), pemblokiran anggaran karena data pendukung belum 

ada belum ada (X3), salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen 

anggaran (X4), jangka waktu yang singkat dalam penyusunan dan penelaahan 

anggaran (XS), penyusunan pagu anggaran terlalu rcndah (tidak sesuai dengan 

harga pasar) (X6), terjadi penyesuaian harga eskalasi dari pemerintah (X7), tidak 

menganggarkan biaya administrasi pengadaan (X8), kesulitan dalam penentuan 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan HPS tidak berdasarkan keahlian 

dan tidak melalui survei pasar (X25), tidak sesuainya barang yang diterima 

dengan spesifikasi (X26), kurang kompetennya penyedia barang/jasa (X27), 

kesulitan dalam penerapan peraturan mengenai mekanisme pembayaran (X28), 

Peraturan tentang mekanisme pembayaran yang kurang dipahami oleh pejabat 

pengelola keuangan (X29), revisi DIPA untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

(X30) dan terlambatnya dalam proses revisi anggaran (X3 I). 

Berdasarkan analisis faktor, faktor proses pengadaan barang clan jasa 

dibentuk dari 13 item pertanyaan yaitu perencanaan kegiat.an tidak sesuai dengan 

kebutuhan (Xl), Term of Refernce (TOR) salah/tidak lengkap (XIO), rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yang berbeda dengan satuan biaya (XI I), keterlambatan 

dalam pembuatan SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan KPA, 

PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran (Xl2), Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK) yang terlambat ditetapkan (Xl3), pergeseran anggaran baik antar 

bagian anggaran, an tar unit organisasi, an tar kegiatan (X 14), terdapat pembatasan 
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kegiatan, seperti pengadaan kendaraan dan pembangunan gedung (X 15 ), 

keterbatasan SOM pelaksana pengadaan yang memiliki sertifikat (Xl6), SOM 

pelaksana pengadaan kurang kompeten (X17), rangkap tugas dalam jabatan 

Panitia Pengadaan (X 18), adanya kekhawatiran yang berlebihan atas 

pemberitaan penangkapan pejabat clan tuduhan korupsi atas pengadaan 

barang/jasa (Xl9), Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena risiko 

yang tidak sebanding dengan imbalan yang diterima (X20), Permasalahan terkait 

deogan konsultan atau tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa {X2l). 

Berdasarkan ana\isis faktor ada sebanyak 7 item pertanyaan yang 

membentuk faktor proses mekanisme pembayaran, yaitu terjadi kesalahan 

pembuatan SPM karena kurang memenuhi syarat (X33), kuitansi, bukti-bukti 

tagihan belum ditandatangani (X34), kegiatan yang sudah dibiayai dengan Uang 

Persediaan, namun tidak segera dimintakan penggantian Uang Persediaan (X35), 

kebiasaan/kultur menunda pekerjaan pada satkera, kurang disiplin dan lain-lain 

(X36), dishannonisasi peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan pencairan anggaran (X37), Peraturan tentang pengadaan yang 

kurang di sosialisasikan (X38) dan pegawai/pejabat penge1ola keuangan yang 

sering mengalami mutasi (X39). 

Berdasarkan analisis faktor, ada sebanyak 5 item pertanyaan yang 

membentuk fuktor proses internal satker, yaitu keterbatasan jumlah 

pejabat/petugas yang memiliki bersertifikat (X22), keterlambatan penetapan SK 

Panitia Lelang (X23), pennasalahan terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) 

yang hanya sebagian atau tidak seluruhnya di wnumkan (X24), terlambat dalam 
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penetapan perubahan atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) (X32) dan 

dalam pengelolaan anggaran di satuan kerja, belurn ada mekanisme reward dan 

punishment (X40). 

B Pembahasan 

1 Faktor Perencanaan 

Berdasarkan basil analisis faktor, yang memiliki pengaruh besar dalam 

keterlambatan penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan. Faktor 

perencanaan dibentuk dari beberapa item yaitu standar biaya (SBU/SBK) tidak 

sesuai dengan penetapan harga satuan barang/jasa (X2), pemblokiran anggaran 

karena data pendukung belum ada (X3), salah penentuan akun sehingga perlu 

revisi dokumen anggaran (X4), jangka waktu yang singkat dalam penyusunan dan 

penelaahan anggaran (XS), penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai 

dengan harga pasar) (X6), terjadi penyesuaian harga eskalasi dari pemerintah 

(X7), tidak menganggarkan biaya administrasi pengadaan (X8), kesulitan dalam 

penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan HPS tidak berdasarkan 

keahlian dan tidak melalui survei pasar (X25), tidak sesuainya barang yang 

diterima dengan spesifikasi (X26), kurang kompetennya penyedia barang/jasa 

(X27), kesulitan dalam penerapan peraturan mengenai mekanisme pembayaran 

(X28), Peraturan tentang mekanisme pembayaran yang kurang dipahami oleh 

pejabat pengelola keuangan (X29), revisi DIPA untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan (X30) dan terlambatnya dalam proses revisi anggaran (X3 I). 

Anggaran negara merupakan suatu rencana dari belanja/pengeluaran dan 
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rencana penerimaan/pembiayaan belanja suatu Negara dalam periode waktu 

tertentu (Halim, 2004). Halim (2004) menjelaskan bahwa siklus anggaran 

merupakan suatu proses penganggaran yang terjadi berkesinambungan, dimulai 

dari tahap penyusunan/perencanaan anggaran oleh pejabat yang berwenang 

sampai tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Pemblokiran anggaran suatu kegiatan akan menyebabkan kesulitan dalam 

pencairan anggaran, sehingga menunggu sampai pembukaan blokir tersebut. 

Kejadian ini akan berdampak pada terlambatnya proses penyerapan anggaran. 

Pennasalahan tentang pemblokiran anggaran terjadi pada hampir eluruh 

kementerian/lembaga (KIL) dengan frekuensinya yang cukup tinggi. 

Salah satu cara untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran adalah 

menetapkan batas waktu penyelesaian pemblokiran anggaran pada Kementcrian 

Kcuangan. Berdasarkan PMK49/PMK.02/2012, jika sampai bulan april tahun 

berjalan, suatu dana yang diblokir belum dilengkapi dengan TOR/RAB maka 

dana tersebut tidak akan dapat dicairkan sampai dengan akhir tahun.Namun 

berbeda jika pembukaan blokir anggaran harus melalui persetujuan DPR, karena 

dana yang dilakukan pemblokiran dapat dibuka kapan saja tanpa ada ketetapan 

waktu. Hal ha! semacam ini yang menjadi salah satu penghambat dalam 

melakukan penyerapan anggaran. 

Beberapa alasan yang menjadi sebab dilakukannya blokir anggaran serta 

usaha untuk mencegah dan memperbaiki terdapat dalam Tabel 4.12. 

'fabel 4.12 

Alasan pcmblokiran serta upaya Pencegahan I Perbaikan 
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I Alasan Anggaran diblokir Upaya Perbaikan dan Pencegahan 

::>rogram atau kegiatan yang diajukan Melakukan pembahasan yang 
:>elum disetujui oleh DPR. onstruktif dengan DPR. 
Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Berkoordinasi dengan Ditjen 
:>elum efektifkarena belum dilakukan Pengelolaan Utang Kementerian 
enandatanganan agreement Keuangan. 

rerdapat pembatasan kegiatan seperti Vlelakukan pengurangan pos belanja 
Jengadaan kendaraan dinas atau kegiatan operasional dan Non operasional yang 
lain yang tidak sesuai dengan tupoksi idak penting I 
seperti pembangunan gedung baru. 

[Adanya kegiatan yang belum ada dasar Mengalokasikan anggaran yang telah 
11ukumnya. memiliki dasar hukum. 
A.danya duplikasi kegiatan dengan instansi Melakukan kegiatan sesuai tugas, 
am. Xlkok dan fungsi. 
erdapat pelarangan kegiatan seperti untuk I idak melakukan kegiatan tersebut 

tperayaan hari besar serta pemberian uc 
Pera~"""'n hari besnan selamat 
Untuk rencana kegiatan anggaran yang :lencana kegiatan harus segera 
!memerlukan rincian secara detil belum ilengkapi dengan TOR dan RAB 
dilengkapi dengan Term of Reference agar lebihjelas 
TOR) dan Rencana Anggaran Belanja 
RAB), 

--· 

~lokasi dana instutusi baru yang Vl.elakukan koordinasi dengan 
elum mendapatkan pengesahan dari Kementerian PAN clan RB 

Vfennan RB. 
-- --

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.1d (2017) 

Faktor perencanaan juga dibentuk dari pennasalahan keterlambatan 

penetapan SK Panitia lelang, keterlambatan dalam menyusun jadwal 

pelaksanaan, serta keterlambatan untuk mengesahkan dokumen pengumuman. 

Tiga hat itu memiliki kaitan yang erat dengan terlambatnya waktu pelaksanaan 

lelang dari rencana awal yang ditetapkan. Berdasarkan Surat dari Menteri 

Keuangan RI, Nomor S-838/MK.05/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang 

Pelelangan Sebelum Tahun Anggaran, diantaranya menyebutkan bahwa setelah 

pagu indikatif ditetapkan pada sekitar bulan Oktober, maka proses lelang yang 
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mendahului atau lelang yang dilakukan sebelum tahun anggaran berlangsung 

boleh dilakukan. Setelah DIPA resmi disahkan, maka proses penandatangan 

kontrak baru dilakukan serta pekerjaan dilaksanakan. Segala biaya yang timbul 

berkaitan dengan proses pelelangan tersebut bersumber dari pos belanja barang 

dari anggaran tahun berjalan. 

Pennasalahan lain yang membentuk faktor perencanaan adalah masa 

penyusunan anggaran yang terlalu pendek. Pada kenyataannya setiap awal tahun 

setiap satuan kerja termasuk KPP Pratama Situbondo diharuskan menyusun 

RKAKL untuk kebutuhan beberapa tahun ke depan. Kegiatan tersebut biasanya 

dikoordinasikan oleh kantor wilayah untuk dilakukan secara bersama oleh 

beberapa kantor. Seharusnya pada setiap penyusunan RKAKL setiap kantor 

sudah mcnyiapkan data data yang diperlukan sebelumnya, seperti rencana 

kegiatan serta output yang ingin dihasilkan untuk beberapa tahun ke depan, serta 

rencana kegiatan pengadaan barangljasa yang akan dilakukan. Namun yang 

sering terjadi karena lemahnya koordinasi antar bagian/seksi maka cenderung 

basil penyusunan RKAKL kurang maksimal sehingga rencana yang sudah 

dituangkan nanti akan sedikit berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan, 

sehingga pada akhimya DIPA yang sudah terbit nanti harus dilakukan 

penyesuaian lagi. 

Masalah lainnya yang membentuk faktor perencanaan adalah perlunya 

revisi DIPA karena adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan. Proses revisi 

anggaran dapat menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran karena 

anggaran baru bisa digunakan lagi setelah ada persetujuan revisi anggaran 
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tersebut. Sepanjang tidak ada perubahan dalam DlPA, maka revisi anggaran 

cukup menjadi kewenangan pengguna anggaran, namun jika revisi anggaran 

tersebut sampai mengubah dokumen DIPA, maka ak:an membutuhkan waktu 

yang lebih lama, karena harus melalui dua pinto dalam proses revisi di 

Kementerian Keuangan RI. 

Permasalahan lain dari terbentuknya faktor perencanaan adalah pelaksanaan 

kegiatan tidak memperhatikan rencana penarikan yang ada pacla DIPA halaman 

3. Pada halaman 3 DIPA memiliki berisi tentang informasi tentang kebutuhan dana 

yang akan digunakan serta menjadi kontrol atas realisasi anggaran. Sekarang ini 

pengguna anggaran ketika melakukan pencairan dana sering abai terhadap apa 

yang telah dituliskan dalam rencana penarikan dana yang terdapat pada halaman 

3 DIPA. sehingga menimbulkan kesulitan bagi Menteri Keuangan selaku BUN 

untuk melakukan kontrol atas belanja negara yang sudah dilakukan Pengguna 

Anggaran. Untuk menjaga agar komitmen tentang rencana penarikan dana pada 

halaman 3 DlPA dijalankan sccara konsisten oleh pengguna anggaran, maka perlu 

dibuat suatu manajemen komitmen yang mampu memastikan bahwa komitmen 

yang telah dibuat benar secard konsisten telah dilaksanakan dengan baik. Jika 

terdapat kegiatan tidak berbeda atau tidak sesuai dengan komitmen yang telah 

dibuat seperti terlampauinya batas waktu pembayaran, maka kuasa penggunaan 

anggaran harus melakukan, pembaharuan komitmen serta melakukan merevisi 

halaman 3 DIPA. Dengan sistem seperti ini diharapkan para kuasa pengguna 

anggaran akan semakin terpacu melakukan melakukan kegiatan belanja menurut 

jadwal yang telah ditetukan dalam halaman 3 DIPA, sehingga seluruh proses 
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pcnyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah 

ditetpkan. Sedangkan di pihak lain, sistem ini memudahkan perencanaan kas 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi BUN. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Ditjen Perbendaharaan (2011) dan Kuswoyo (2012) Keterlambatan 

penyerapan anggaran karena pennasalahan yang terkait dengan proses perencanaan 

anggaran. Hal ini menunj ukkan bahwa proses perencanaan merupakan faktor pen en tu 

dalam penyerapan anggaran. 

2 Faktor Proses Pengadaan Barang dao Jasa 

Berdasarkan analisis faktor, faktor proses pengadaan barang dan jasa 

dibentuk dari 13 item pertanyaan yaitu perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan 

kebutuhan (XI), Tenn of Refernce (TOR) salah/tidak lengkap (XJO), rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yang berbeda dengan satuan biaya (X 11 ), keterlambatan 

dalam pembuatan SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan KPA, 

PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran (Xl2), Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK) yang terlambat ditetapkan (XI 3), pergeseran anggaran baik antar 

bagian anggaran, an tar unit organisas~ an tar kegiatan (X l 4 ), terdapat pembatasan 

kegiatan, seperti pengadaan kendaraan dan pembangunan gedung (XIS), 

keterbatasan SOM pelaksana pengadaan yang memiliki sertifikat (Xl6), SDM 

pelaksana pengadaan kurang kompeten (X 17), rangkap tugas dalam jabatan 

Panitia Pengadaan (X 18), adanya kekhawatiran yang berlebihan atas 

pemberitaan penangkapan pejabat dan tuduhan korupsi atas pengadaan 

barang/jasa (Xl9), Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena risiko 

yang tidak sebanding dengan imbalan yang diterima (X20), Permasalahan terkait 
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dengan konsultan atau tenaga ahli dalam proses pengadaan barangljasa (X2 l ). 

Dalam proses pengadaan barang/jada faktor dokumen pengadaan adalah 

salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terlambatnya 

penyerapan anggaran. Item yang membentuk faktor ini adalah: (I) Kesulitan 

dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan HPS tidak 

berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar; (2) Kontrak yang belum 

dilakukan penandatangan karena sesuatu ha!; (3) Adanya perubahan/addendum 

kontrak; dan (4) Pejabatffim pengelola keuangan pengelola keuangan sering 

mutasi. 

Proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terutama untuk 

pengadaan pembangunan fisik memerlukan kemampuan serta pengetahuan secara 

khusus. Tentunya hal ini menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang duduk 

sebagai tim pengelola keuangan. Tidak mungkin bagi mereka yang biasanya 

berkecimpung di bidang administrasi pemerintahan dan tidak berpengalaman di 

bidang konstruksi untuk paham dan mengerti tentang bangunan fisik. Padahal 

penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sangat diperlukan sebagai acuan 

untuk mengevaluasi seluruh penawaran yang masuk dengan tujuan agar 

didapatkan harga penawaran terbaik yaitu harga yang wajar, bisa 

dipertanggungjawabkan serta tidak memberatkan rekanan itu sendiri j ika dia 

yang akhimya terpilih melaksanakan pekerjaan tersebut. Penyusunan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dapat dilakukan dengan melakukan survey pasar, 

menggunakan data data kontrak tahun sebelumnya atau menggunakan 

referensi lain seperti harga satuan/standar biaya yang diterbitkan oleh 
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pemerintah daerah terkait. Agar HPS yang dihasilkan benar benar berkualitas 

sehingga dapat dijaclikan acuan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka 

dibutuhkan Somber Daya Manusia yang profesional clan dapat diandalkan. 

Diperlukan adanya semacam pendidikan dan pelatihan untuk pembuatan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) ini yang dilakukan secara terukur kepada para pejabat 

pengelola keuangan dan dilakukan oleh tenaga profesional dibidangnya sehingga 

terjadi sebuah alih ilmu (transfer of knowledge). 

Pennasalahan dalam kontrak atau surat perintah kerja, biasanya terjadi 

karena kesibukan masing masing pihak. Terkadang terjadi kesulitan menentukan 

tanggal yang sesuai karena kesibukan Pejabat Pembuat Komitmen danjuga pihak 

rekanan selaku penerima pekerjaan. Selain itu ketika kontrak sudah berjalan dan 

rekanan sudah memulai melaksanakan pekerjaan, sering terjadi suatu ha! yang 

menyebabkan harus diadakan adendum dalam kontrak tersebut ha! itu terjadi 

karena adanya perubahan spesifikasi atau volume yang disesuaikan dengan 

kebutuhan satuan kerja yang terbaru. 

Selain itu, mereka yang duduk dalam tim pengelola keuangan terkadang 

bukan personil/petugas yang secara khusus mengurusi masalah pengadaan 

barang/jasa. Rata rata sebagian dari mereka melakukan rangkap jabatan atau 

pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. Akan jadi suatu 

masalah jika diantara mereka ada yang mengalami mutasi/pindah kerja ke kantor 

yang lain, sedangkan tidak ada petugas lain yang mampu menggantikan atau ada 

yang mau menggantikan namun memiliki kualitas kemampuan yang berbeda atau 

dibawah petugas yang lama. 

\ 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Siswanto dan Rahayu 

(2010) yang menjelaskan bahwa terlambatnya proses pengadaan barang I jasa 

pemerintah disebabkan karena a). Tidak adanya/ketidakjelasan spesifikasi teknis 

barang I jasa; b). Proses pengadaan barang I jasa dari satuan kerja yang buruk; c). 

Adanya sanggahan dari pihak yang kalah dalam proses lelang; d). Pengaduan dari 

LSM tentang proses pengadaan barangfjasa ke aparat penegak hukum; e). 

Mekanisme pengadaan barang/jasa yang kurang disosialisasikan; f). Terbatasnya 

ju1nlah panitia pengadaan yang mempunyai bersertifikat; g). Disharmonisasi 

peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencairan 

anggaran; h). Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena risiko yang 

tidak sebanding dengan imbalan yang diterima; i). Kehati-hatian para pejabat 

pengelola keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini mendukung Miliasih (2012) yang menyatakan bahwa 

terkait dengan realisasi penyerapan anggaran maka masalah yang timbul adalah 

tentang persoalan pengadaan barang/jasa serta kultur/kebiasaan dalam 

pengelolaan anggaran itu sendiri di internal satuan kerja. Masalah dalam 

kebijakan teknis di internal satuan kerja yang sering timbul yang berkaitan 

dengan proses penganggaran adalah terlambat melakukan penunjukan pejabat 

pengelola anggaran, terlambat dalam menunjuk panitia pengadaan barang/jasa, 

serta tidakjalannya mekanisme reward dan punishment. 

3 Faktor Proses Mekanisme Pembayaran 

Faktor proses mekanisme pembayaran, yaitu terjadi kesalahan pembuatan 

SPM karena kurang memenuhi syarat (X33), kuitansi, bukti-bukti tagihan belum 
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ditandatangani (X34), kegiatan yang sudah dibiayai dengan Vang Persediaan, 

namun tidak segera dimintakan penggantian Uang Persediaan (X35), 

kebiasaan/kultur menunda pekerjaan pada satkera, kurang disiplin dan lain~lain 

(X36), disharmonisasi peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan clan pencairan anggaran (X37), Peraturan tentang pengadaan yang 

kurang di sosialisasikan (X38) dan pegawai/pejabat pengelola keuangan yang 

sering mengalami mutasi (X39). 

Prosedur LS adaalah penca1ran dana dari pemerintah yang langsung 

ditransfer ke rekening pihak ketiga atas tagihan yang diberikan ke negara terhadap 

penyelesaian pekerjaan dari pemberi pekerjaan (Satuan Kerja). Sedangkan 

prosedur UP adalah pembayaran kepada penerima yang dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran pada satuan kerja masing-masing. Menurut mekanisme ini, setiap 

bendahara satuan kerja harus mengajukan lebih dulu penggunaan Uang 

Persediaan pada Kuasa BUN a tau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) di wilayah satuan kerja tersebut berada. 

Pencairan dana yang utama adalah menggunakan mekanisme pembayaran 

LS. Sesuai Undang Undang No 1/2004 tentang Perbendaharan Negara 

disebutkan bahwa untuk melakukan pengeluaran atas beban APBN tidak boleh 

dilakukan, apabila belum ada penyerahan barang/jasa sebelumnya. Dengan kata 

lain, penggunaan mekanisme LS, menuntut adanya penyerahanlprestasi lebih 

dulu dari pihak ketiga/rekanan, kemudian baru dilakukan pembayaran oleh satker 

melalui KPPN. Pihak satuan kerja akan membuat Surat Perintah Membayar 

(SPM) kemudian pihak KPPN akan menerbitkan SP2D yaitu Surat Pcrintah 
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Pencairan Dana. Hasil penelitian ini sesuai dengan Adrianus Dwi Siswanto dan Sri 

Lestari Rahayu (2010) menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan terkait mekanisme 

pengadaan baraog dan jasa. Oleh karena itu diharapkan seluruh pencairan dana 

dilakukan melalui mekanisme pemhayaran seperti ini untuk menjamin bahwa 

pembayaran langsung diterima oleh pihak yang benar yaitu penerima hak tagih 

dan pekerjaan memang benar telah selesai dikerjakan seperti pada Surat Perintah 

Kerja atau Kontrak Perjanjian. 

4 Faktor Proses Internal Satker 

Faktor proses internal satker, yaitu keterbatasan jumlah pejabatlpetugas 

yang memiliki bersertifikat (X22), keterlambatan penetapan SK Panitia Lelang 

(X23), permasalahan terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang hanya 

sebagian atau tidak seluruhnya di umumkan (X24), terlambat dalam penetapan 

perubahan atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) (X32) dan dalam 

pengelolaan anggaran di satuan kerja, belum ada mekanisme reward dan 

punishment (X40). 

Miliasih (2012) menyatakan bahwa terkait dengan realisasi penyerapan 

anggaran maka masalah yang timbul adalah tentang persoalan pengadaan 

barang/jasa serta kultur/kebiasaan dalam pengelolaan anggaran itu sendiri di 

internal satuan kerja. Masalah dalam kebijakan teknis di internal satuan kerja 

yang sering timbul yang berkaitan dengan proses penganggaran adalah terlambat 

melakukan penunjukan pejabat pengelola anggaran, terlambat dalam menunjuk 

panitia pengadaan barang/ja..-.a, serta tidak jalannya mekanisme reward dan 

punishment dalam pengelolaan anggaran. Sedangkan pennasalahan kultural yang 
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sering terjadi dalam satuan kerja dikarenakan mind set SDM tim pengelola 

anggaran yang terlalu hati hati sehingga menimbulkan kekhawatiran yang 

berlebihan dalam pengelolaan anggaran, karena menurut mereka risiko yang 

diterima tidak sebanding dengan penghargaan yang didapat serta masih adanya 

kebiasaan menunda nunda pekerjaan, sehingga semua kegiatan akan menumpuk 

pada akhir tahun anggaran. 

C Keterbatasan Peoelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini bisa berakibat kurang sempurnanya 

penelitian, sehingga diharapkan akan disempumakan oleh peneliti-peneliti 

lainnya. Beberapa keterhatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan hanya dilakukan dengan menggunakan data cakupan waktu 

(time horizon) yang bersif3t cross section yang hanya diperoleh dari satu 

waktu tertentu. Hal ini dapat berpengaruh terhadap temuan dalam hubungan 

kausalitas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Untuk penelitian 

mendatang dapat menggunakan desain studi longitudinal untuk mengamati 

kausalitas variabel penelitian yaitu faktor-faktor penyebab keterlambatan 

anggaran. 

b. Pengukuran variabel )'ang ada dalam penelitian ini, menggunakan pcrsepsi 

pegawai itu sendiri melalui penilaian diri sendiri (self appraisal). Ada 

kecenderungan saat mengisi daftar pemyataan pegawai yang bersangkutan 

akan selalu menilai bagus atau baik untuk dirinya sendiri. 
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Keterbatasan ini memberikan peluang penelitian selanjutnya dengan 

mempertimbangkan instansi yang dapat mempresentasikan generalisasi dari 

temuan penelitian. Penelitian yang akan datang dapat juga mempertimbangkan 

obyek penelitian Lainnya, antara lain pemerintah daerah, KPP lainya atau instansi 

kementerian keuangan yang lain seperti KPPN dan Bea Cukai. 
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BABS. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A Kesimpulan 

Menurut penelitian ini yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

taktor, terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terlambatnya penyerapan 

anggaran belanja pada KPP Pratama Situbondo yang memiliki variasi sebesar 

71,43o/o. Sedangkan sisanya sebesar 28,57o/o dijelaskan oleh faktor lain sclain 

keempat faktor tersebut. Adanya variasi dari keempat faktor tersebut 

menjelaskan bahwa urutan besaran prioritas masalah yang harus dicarikan 

solusinya oleh pembuat kcbijakan. Urutan priorltas faktor dari keempat faktor 

tersebut adalah : 

l. Faktor perencanaan yaitu standar biaya (SBU/SBK) tidak sesuai dengan 

penetapan harga satuan barang/jasa, pemblokiran anggaran karena data 

pendukung belum ada belum ada, salah penentuan akun sehingga perlu 

revisi dokumen anggaran, jangka waktu yang singkat dalam penyusunan 

dan penelaahan anggaran, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak 

sesuai dengan harga pasar), terjadi penyesuaian harga eskalasi dari 

pemerintah, tidak menganggarkan biaya administrasi pengadaan, kesulitan 

dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan llPS tidak 

berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar, tidak sesuainya barang 

yang diterima dengan spesifikasi, kurang kompetennya penyedia 

barang/jasa, kesulitan dalam penerapan peraturan mengenai mekanisme 

pembayaran, Peraturan tentang mekanisme pembayaran yang kurang 
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dipahami oleh pejabat pengelola keuangan, dan revisi DIPA untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan clan terlambatnya dalam proses rev1s1 

anggaran. 

2. Faktor proses pengadaan barang yaitu perencanaan kegiatan tidak sesuai 

dengan kebutuhan, Term of Refernce (TOR) salah/tidak lengkap, rencana 

1\nggaran Biaya (RAB) yang berbeda dengan satuan biaya, keterlambatan 

dalam pembuatan SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan 

KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran, Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK) yang terlambat ditetapkan, pergeseran anggaran baik antar 

bagian anggaran, antar unit organisasi, antar kegiatan, terdapat pembatasan 

kegiatan, seperti pengadaan kendaraan dan pembangunan gedung, 

keterbatasan SOM pelaksana pengadaan yang memiliki sertifikaL, SDM 

pelaksana pengadaan kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan 

Panitia Pengadaan, adanya kekhawatiran yang berlebihan atas pemberitaan 

penangkapan pejabat dan tuduhan korupsi atas pengadaan barang/jasa, 

Keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena risiko yang tidak 

sebanding dengan imbalan yang diterima, dan Permasalahan terkait dengan 

konsultan atau tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa. 

3. Faktor proses mekanisme pembayaran yaitu terjadi kesalahan pembuatan 

SPM karena kurang memenuhi syarat, kuitansi, bukti-bukti tagihan belum 

ditandatangani, kegiatan yang sudah dibiayai dengan Uang Persediaan, 

namun tidak segera dimintakan penggantian Uang Persediaan, 

kebiasaan/kultur menunda pekerjaan pada satkera, kurang disiplin dan lain-
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lain, disharmonisasi peraturan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan pencairan anggaran, Peraturan tentang pengadaan yang 

kurang di sosialisasikan dan pegawailpejabat pengelola keuangan yang 

sering mengalami mutasi. 

4. Faktor proses internal satker terdapat 5 item pertanyaan yang dibentuk 

yaitu keterbatasan jumlah pejabat/petugas yang memiliki bersertifikat. 

keterlambatan penet.apan SK Panitia Lelang, perrnasalahan terkait RUP 

(Rencana Umum Pengadaan) yang hanya sebagian atau tidak seluruhnya di 

umumkan, terlambat dalam penetapan perubahan atas Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK) dan dalam pengelolaan anggaran di satuan kerja, dan 

belum ada mekanisme reward dan punishment. 

B Sal'aD 

Bcrdasarkan hasil penelitian clan keterbatasan penelitian maka disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

I. Pada saat penyusunan RKAKL harus dibuat semaksimal mungkin. 

Melakukan koordinasi dengan semua bagian/seksi agar rencana kerja tiap 

tiap bagian/seksi tersebut terakomodir dalam RKAKL. Hal ini sangat penting 

jika nanti anggaran atau DIPA sudah disahkan maka akan segera dapat 

dijalankan karena dari awal sudah disusun secara matang. Sehingga baik 

input mapun output setiap kegiatan akan terukur dan pada akhimya dapat 

meningkatkan kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. 

2. Revisi anggaran harus ditekan seminimal mungkin, karena akan menggangg 
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konsentarasi dan memakan waktu. Untuk itu perlu danya konsistensi dalam 

menjalankan anggaran sesuai yang tercantum dalam DIPA dan Petunjuk 

Operasional Kegiatannya. 

3. Memastikan bahwa rencana penarikan dana yang terdapat pada halaman 3 

[)IPA dijalankan secara konsisten. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

setiap pencairan anggaran at.au belanja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Situbondo dilaksanakan sesuai Jimeline yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Karena keterbatasan jumlah petugas/SDM yang mempunyai sertifikat 

pengadaan barang/jasa maka harus segera dilakukan kaderisasi dengan 

mendaftarkan petugas petugas yang baru untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa atau pengelola keuangan untuk 

diproyeksikan menjadi tim pengelola keuangan di kemudian hari, sehingga 

akan selalu ada petugas yang siap untuk menjadi Pejabat Pembuat 

Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan atau staf pengelola 

keuangan lainnya. 

5. Untuk meminimalkan permasalahan pejabatffim pengelola keuangan 

pengelola keuangan sering mengalami mutas~ maka perlu diatur pola mutasi 

bagi mereka yang duduk sebagai tim pengelola keuangan agar apabila terjadi 

mutasi tidak sampai menghambat realisasi belanja atau penyerapan anggaran 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. 

6. Penelitian selanjutnya dapat menambah indikator lain, sebagai variabel lain 

seperti peraturan yang berlaku, kompetensi, pengetahuan dan pemahaman 

pegawai bidang anggaran. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama 
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Situbondo yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan, sehingga masih terbuka peluang meneliti Direktorat yang lain 

dibawah Kementerian Keuangan agar dapat diperoleh basil penelitian yang 

lebih htas cakupannya. 
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Lampiran 1 

DAFfAR KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI 

KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA 

PADA KANTOR PELA YANAN PAJAK PRAT AMA SJTUBONDO 

TAHUN 2013 S.D. 2015 

Kami mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk menjawab sesuai kondisi sebenamya. 

Data dan ldentitas Bapak/Ibu akan kami rahasiakan. 

A. Identitas Responden 

Petunjuk A : Isilah titik-titik dibawah ini. 

I. Nama 

2. Jabatan : (KPA, PPK, Penandatangan SPM, Bendahara 

Pengeluaran, Pegawai Biasa)* 

3. Lama Bekerja : ......... Tahun 
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4. Pendidikan : (S3, S2, SI, Diploma, SLTA, Lainnya)* ............. . 

6. Alamat email 

7. Telepon/hp 
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B. Pertanyaan Piliban 

Petunjuk B: 

Berilah tanda silang ( x) atau ( .../) pada pilihanjawaban sesuai persepsi Saudara 

berdasarkan keterangan nilai seperti di bawah ini : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

KS : Kurang Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

I ndikator/Variabel Pcrmasalahan 
Kat~ ori Penilaian 

STS TS KS s SS 
I Perencanaan kegiatan tidak 

sesuai dengan kebutuhan 
2 Harga satuan barang/jasa yang 

ditetapkan dalam standar biaya 
(SBU/SBK) terlalu rendah/ 
tingP-i. 

3 Anggaran kegiatan 
diblokir/tanda bintang karena 
belum ada data ™"Odukune:. 

4 Salah penentuan akun sehingga 
""'rlu revisi dokumen anggaran 

5 Masa penyusunan dan 
penelaahan anggaran yang 
terlalu pendek sehingga belum 
siao data oendukung 

6 Penyusunan pagu anggaran 
terlalu rendah (tidak sesuai 
denl!an harga pasar). 

7 Adanya penyesuaian harga 
karena adanya kebijakan 
""merintah ( eskalasi) 

8 Tidak menganggarkan biaya 
administrasi .,..ngadaan. 

9 Aplikasi RKAKL-DIPA sulit 

43801.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



107 

lndikator/Variabel Permasalahan Kat ori Penilaian 
STS TS KS s SS 

dioahami 
10 Term of Reji?rnce (fOR) 

salah/tidak lengkao 
11 Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) tidak sesuai dengan 
satuan biaya. 

12 SK Penunjukan/Penggantian 
Pejabat Perbendaharaan KPA, 
PPK, PP-SPM, dan Bendahara 
Pengeluaran tcrlambat 
ditetapkan. 

13 Terdapat pennasalahan terkait 
POK seperti terlambat 
ditetapkan, POK berbeda 
dengan DIPA, POK perlu 
persetujuan Eselon I 

" -
14 Adanya pergeseran antar bagian 

anggaran, antar unit organisasi, 
antar kegiatan, dan antar 
prop/k:ota/kab. 

15 Adanya kegiatan yang dibatasi, 
seperti pengadaan kendaraan 
dan pembangunan gedung 

16 Jumlah SOM pelaksana 
pengadaan yang bersertifikat 
tidak memadai. 

17 SDM pelaksana pengadaan 
kurang kom_p~~t'.!\ ___ ·------

18 Rangkap tugas dalam jabatan 
Panitia Pengadaan. 

~ 

19 Ketakutan dan kehati-hatian 
dalam melaksanakan pengadaan 
barang/jasa akibat 
pengaduan clan pemberitaan 
penangkapan pejabat dan 
tuduhan korupsi. 

20 Keengganan untuk menjabat 
pejabat pengadaan karena tidak 
seimbangnya risiko 
pekerjaan dengan imbalan yang 
diterima 

21 Pennasalahan terkait dengan 
konsultan seperti konsultan 
belum ditun_juk, konsultan yang 
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lndikator!Variabel Pennasalahan Kate ori Penilaian 
STS TS KS s SS 

ditunjuk mengundurkan diri, 
kualifikasi konsultan dan tenaga 
ahli yang diperlukan tidak 
tersedia 

22 Keterbatasan pejabat pengadaan 
baran~/iasa van_g bersertifikat. 

23 SK Panitia Le Jang terlambat 
ditetankan 

24 Tidak mengumumkan rencana 
pengadaan atau mengumumkan 
rencana pengadaan hanya 
seba2ian atau tidak seluruhnva. 

25 Kesulitan dalam menentukan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
dan HPS tidak ditentukan 
berdasarkan keahlian dan tidak 
melalui survei pasar. 

26 Bahan/barang yang diterima 
tidak sesuai spesifikasi. --

27 Penyedia barang/jasa kurang 
kom~ten 

--28 Peraturan mengenai mekanisme 
oembayaran sulit diteraokan. 

29 Kurangnya pemahaman 
terhadap peraturan mengenai 
mekanisme nPmbavaran 

30 DIPA perlu direvisi karena 
tidak sesuai kebutuhan 

31 Proses revisi anggaran 
mengalami keterlambatan 

32 Perubahan petunjuk 
Operasional Kegiatan (POK) 
terlambat ditetapkan. 

33 Kesalahan SPM karena kurang 
memenuhi svarat 

34 Kuitansi, bukti-bukti tagihan 
belum ditandatan2ani. 

35 Kegiatan sudah dilaksanakan 
dengan Uang Persediaan (UP) 
tapi belum diganti melalui 
Ganti UP (GUP). 

36 Terdapat kultur/kebiasaan 
menunda """keriaan oada satuan 
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Indikator/Variabel Pennasalahan 
Kat• ori Penilaian 

STS TS KS s SS 
keria, tidak disiolin, dll. 

37 Ketidakharmonisan peraturan 
terkait antara perencanaan, 
pelaksanaan dan pencairan 
ani:rParan. 

38 Kurangnya sosialisasi tata cara 
pengadaan barang/jasa .. 

39 Pejabat/pegawai pengelola 
keuangan sering mengalami 
mutasi. 

40 Tidak adanya mekanisme 
reward dan punishment dalam 
pengelolaan anl!2aran di satker 

Petunjuk C : Isilah titik-titik dibawah ini. 

Pertanyan: 

Faktor penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran dari kegiatan/proyek 

pada satuan kerja Saudara dimana s.d. triwulan III realisasinya belum mencapai 

75%? 

I······················································ 

2........................... ...... . ............. . 

3 ................................................................................................ . 
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Lampiran 2 

HASIL UJI VALIDITAS DATA 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 70 1 5 4,03 ,899 

X2 70 3 5 4,19 ,556 

X3 70 3 5 4, 14 ,548 

X4 70 2 5 4,01 ,609 

X5 70 2 5 3,90 ,686 

X6 70 2 5 4,25 ,500 

X7 70 3 5 4,27 ,552 

X8 70 3 5 4,20 ,600 

X9 70 1 5 4, 17 ,747 

X10 70 1 5 3,85 ,962 

X11 70 1 5 3,82 ,854 

X12 70 2 5 3,93 ,574 

X13 70 1 5 4,02 ,805 

X14 70 1 5 4,05 ,725 

X15 70 1 5 3,98 ,853 

X16 70 1 5 4,00 ,825 

X17 70 1 5 4,02 ,805 

X18 70 2 5 3,98 ,743 

X19 70 2 5 3,93 ,734 

X20 70 1 5 3,78 ,812 

X21 70 1 5 3,38 ,915 

X22 70 2 5 3,53 ,699 

X23 70 2 5 3,55 ,763 

X24 70 2 5 3,49 ,605 

X25 70 3 5 4, 19 ,556 

X26 70 3 5 4, 14 ,548 

X27 70 2 5 4,01 ,609 
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X28 70 2 5 3,90 ,686 

X29 70 2 5 4,25 ,590 

X30 70 3 5 4,27 ,552 

X31 70 3 5 4,20 ,600 

X32 70 2 5 3,91 ,835 

X33 70 3 5 4,19 ,545 

X34 70 3 5 4,17 ,560 

X35 70 3 5 4,04 ,627 

X36 70 2 5 3,91 ,712 

X37 70 3 5 4,31 ,556 

X38 70 3 5 4,32 ,544 

X39 70 3 5 4,25 ,600 

X40 70 1 5 4,24 ,756 

Valid N 'listwise' 70 
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Lampiran 3 

HASIL UJI RELIABILITAS DATA 
Reliability 

Scale: 0,60 
Case Processina Summa'" 

N 

Cases Valid 70 

Excludeda 0 

Total 70 

a. Listwlse deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliabilitv Statistics 

Cronbach's Alnha N of Items 

,727 16 

Reliability 

Scale: 0,60 

Case Processina Summa• 

N 

Cases Valid 70 

Excluded" 0 

Total 70 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

% 

100,0 

,0 

100,0 

% 

100,0 

,0 

100 0 

112 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alnha N of Items 

,723 13 

Reliability 
Scale: 0,60 

Case Processing Summar 

N 

Cases Valid 70 

Excluded" 0 

Total 70 

a. Listw1se deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliabilitv Statistics 

Cronbach's Alpha 

,706 

Reliability 
Scale: 0,60 

N of Items 

9 

Case Processing Summar 

N 

Cases Valid 70 

Excluded" 0 

Total 70 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure_ 

113 

% 

100,0 

,0 

100,0 

% 

100,0 

,0 

100,0 
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Reliabilitv Statistics 

Cronbach's Aloha N of Items 

,778 6 

l.ampiran 4 

HASIL ANALISIS FAKTOR 

Factor Analysis 

Kaiser-Meyer-Olk.in Measure of Sampling Adequacy. ,890 

Bartlett's Test of Sphcricity Approx. Chi-Square 615,245 

Df 136 
-

Sig. ,000 

Communallties 

Initial Extraction 

X1 1,000 ,538 

X2 1,000 ,872 

X3 1,000 ,881 

X4 1,000 ,865 

X5 1,000 ,863 

X6 1,000 ,880 

X7 1,000 ,884 

XS 1,000 ,874 

X9 1,000 ,507 

X10 1,000 ,388 

X11 1,000 ,578 

X12 1,000 ,586 

X13 1,000 ,758 

X14 1,000 ,776 

X15 1,000 ,769 

X16 1,000 ,800 

X17 1,000 ,599 

X18 1,000 ,700 
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X19 1,000 ,744 

X20 1,000 ,6-05 

X21 1,000 ,514 

X22 1,000 ,624 

X23 1,000 ,715 

X24 1,000 ,654 

X25 1,000 ,872 

X26 1,000 ,881 

X27 1,000 ,865 

X28 1,000 ,863 

X29 1,000 ,880 

X30 1,000 ,884 

X31 1,000 ,874 

X32 1,000 ,453 

X33 1,000 ,710 

X34 1,000 ,785 

X35 1,000 ,688 

X36 1,000 ,666 

X37 1,000 ,722 

X38 1,000 ,785 

X39 1,000 ,561 

X40 1,000 ,725 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis_ 

Total Variance Explained 
Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared 

Initial Eioenvalues Load in as loadinas 
o/o of 

% of Cumulative Varian Cumulat % of Cumulativ 
Total Variance % Total ce ive% Total Variance e 0/o 

1 9,023 22,558 22,558 9,023 22,558 22,558 5,972 14,930 14,930 
2 6,456 16,140 38,698 6,456 16,140 38,698 4,432 11,080 26,009 

3 4,482 11,206 49,904 4,482 11,206 49,904 4,090 10,225 36.234 
4 2,031 5,078 54,982 2,031 5,078 54,982 4,000 10,000 46,234 

5 ,999 3,780 61,212 1,651 4, 111 61,212 3,561 8,904 55, 138 

- 6 ,978 3,231 63,286 1,552 3,880 63,286 2,158 5,395 60,533 

7 ,967 3,730 67,016 1,492 3,730 67,016 2,007 5,017 65,550 

8 ,956 3,029 70,045 1,70 3,029 70,045 1,726 4,315 69,865 

9 ,993 2,919 72,964 1,168 2,919 72,964 1,240 3,099 72,964 

10 ,980 2,449 75,413 

11 ,919 2,296 77,710 
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12 ,858 2,145 79,855 

13 ,750 1,875 81,730 

14 ,728 1,821 83,551 

15 .683 1,707 85,259 

16 ,674 1,685 86,944 

17 ,604 1,509 88,453 

18 ,543 1,358 89,811 

19 ,460 1, 150 90,962 

20 ,455 1,137 92,099 

21 ,422 1,055 93, 154 

22 ,3'19 ,948 94,102 

23 ,349 ,872 94,974 

24 ,339 ,847 95,821 

25 ,297 ,741 96,562 

26 ,257 ,644 97,206 

27 ,238 ,595 97,801 

28 .226 ,565 98,366 

29 '170 ,424 98,790 

30 ,164 ,411 99,201 

31 ,121 ,301 99,503 

32 , 113 ,283 99,786 

33 ,086 ,214 100,000 

34 1,083E-16 2,707E-16 100,000 

35 9,087E-17 2,272E-16 100,000 

36 4,073E-17 1,018E-16 100,000 

37 -3,077E-19 -7,692E- 100,000 
19 

38 -1,268E-17 -3, 169E- 100,000 
17 

39 -4,793E-17 -1,198E- 100,000 
16 

40 -1,163E-16 -2,907E- 100,000 
16 

Extraction Method. Pnnc1pal Component Analysis. 

Component Matrix • 

Comnnnent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X26 ,797 ,272 ,035 -,106 -,049 ,344 ,071 ,170 ,064 

X3 ,797 ,272 ,035 -, 106 -,049 ,344 ,071 '170 ,064 

X30 ,781 .158 -,010 ,194 -,299 -,174 -,276 ,117 -,049 

X7 ,781 ,158 -,010 ,194 -,299 -,174 -,276 '117 -,049 
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X25 ,774 ,219 ,007 -,077 ,038 

X2 ,774 ,219 ,007 -,077 ,038 

X27 ,768 ,109 ,004 -, 126 ,300 

X4 ,768 ,109 ,004 -, 126 ,300 

X29 ,766 ,161 -,089 ,238 -,339 

X6 ,766 ,161 -,089 ,238 -,339 

XS ,742 '111 ,034 -,046 ,238 

X28 ,742 '111 ,034 -,046 ,238 

X31 ,681 ,214 -,074 -,114 ,118 

XB ,681 ,214 -.074 -,114 ,118 

X9 ,494 -,055 -,015 -,434 ,066 

X16 -,307 ,817 -,078 -,087 ,139 

X15 -,287 ,785 -,070 -,112 ,201 

X13 -,312 ,770 ,012 -,071 ,033 

X14 -,329 ,768 -,017 -,098 ,139 

X17 -,197 ,720 -,054 ,034 ,031 

X12 -,220 ,642 -,071 ,091 -,009 

X1 -,173 ,636 -,001 -,157 ,027 

X20 -, 158 ,609 -,101 ,134 -,275 

X21 -,109 ,594 -,099 ,063 -,109 

X10 -, 138 ,584 -,001 -,049 -,007 

X18 -, 199 ,575 -, 161 ,035 -,382 

X11 -,160 ,554 -,059 -, 190 ,386 

X19 -,162 ,553 -,048 ,053 -,439 

X34 -,041 ,079 ,862 ,028 ,053 

X33 -,073 ,073 ,812 -,017 ,038 

X37 ,058 ,148 ,791 ,028 -,045 

X35 ,021 ,079 ,781 ,075 -,068 

X36 -,033 ,052 ,774 ,046 -,034 

X38 ,034 '119 ,743 ,090 ,026 

X39 ,058 ,090 ,677 -,094 -,076 

X23 ,097 ,097 ,004 ,782 ,252 

X22 ,156 ,108 -,054 ,638 ,294 

X24 -,053 ,220 -,025 ,606 ,386 

X40 -,024 ,089 ,356 ,528 -, 128 

X32 -,103 -,119 ,034 - 593 ,193 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 9 components extracted. 

117 

,451 ,042 ,078 ,073 

,451 ,042 ,078 ,073 

-,238 ,314 ,005 -,051 

-,238 ,314 ,005 -,051 

-,231 -, 169 ,024 -,074 

-,231 -, 169 ,024 -,074 

-,367 ,292 ,143 ,021 

-,367 ,292 '143 ,021 

,077 -,365 -,437 ,044 

,077 -,365 -,437 ,044 

,164 ,019 -.194 -,039 

-,048 -,032 ,034 -,031 

-,051 -,058 ,046 -,065 

-,061 -, 164 ,142 -,100 

-,096 -, 147 ,082 -,102 

-,149 -, 106 -,053 ,025 

,000 -, 108 ,260 ,180 

-,018 -,119 ,233 ,095 

,078 ,308 -,022 ,068 

,047 ,105 -,320 -,089 

-, 128 -,037 -,051 -,075 

,059 ,326 -,176 ,122 

,014 -,083 -,209 -,073 

,093 ,403 -,090 '186 

-,084 -,123 ,032 ,086 

-,025 -,125 ,061 -,136 

-,053 ,036 -,074 ,242 

-,017 ,013 -,151 -, 194 

-,021 '150 -, 190 ,028 

-,065 -,044 -,047 ,447 

,171 ,101 ,056 -,184 

,026 ,062 -,104 -,074 

,244 ,091 -,145 -,046 

,246 -,001 ,145 -,070 

,248 ,007 ,239 -,665 

,122 - 286 ,352 ,411 
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